ABSTRAK

Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur menjadi persoalan
serius dalam praktik pembiayaan, termasuk di PT Federal International Finance
(FIFGROUP). Latar belakang masalah ini adalah banyaknya debitur yang
mengalihkan objek jaminan dengan menjual, menggadaikan, atau menyewakan,
sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur dan ketidakpastian hukum bagi pihak
ketiga. Kemudian permasalahan yang dikaji adalah bagaimana akibat hukum dari
tindakan tersebut dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditur. Oleh
sebab itu, penulis memggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta diperkaya dengan
data empiris melalui wawancara dengan pihak FIFGROUP. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pengalihan tanpa izin kreditur termasuk wanprestasi
sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata, yang menimbulkan kewajiban
ganti rugi, kemungkinan pembatalan perjanjian, dan tanggung jawab atas risiko.
Perbuatan tersebut juga dapat memenuhi unsur penggelapan sesuai Pasal 372
KUHP. Disamping itu, Pihak ketiga yang menerima objek jaminan tidak
sepenuhnya terlindungi karena asas publisitas menganggap status fidusia diketahui
publik. Kesimpulan yang ditarik adalah bahwa persetujuan kreditur merupakan
syarat mutlak untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak kreditur.
Dengan demikian, rekomendasi penelitian ini adalah agar FIF Group memperkuat
sosialisasi kepada debitur, meningkatkan pengawasan internal terhadap perjanjian,
serta agar pemerintah mempertegas penegakan hukum terkait pengalihan objek
jaminan fidusia demi perlindungan hukum yang lebih optimal.
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